
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dar. Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Ne mor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 725); 

1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Pro oinsi Djawa Barat (Serita Negara Tahun 
1950); 

Mengingat 

b. bahwa berdas arkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati ten tang J 'enyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di 
Ka bu paten Beka si, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Re ncana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2 J 11-2031, terbatas pada pemanfaatan 
ruang kawasan permukiman perkotaan dan kawasan 
peruntukan ind .istri, serta sernpadan, perlu adanya 
ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan 
pemanfatan ruar .g; 

Menimbang 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN RUANG 
PADA RUANO KAWASAN J 'ERMUKIMAN PERKOTAAN, 

KAWASAN PERUNTUKKAN IN DUSTRI DAN GARIS SEMPADAN 

TENT ANG 

NOMOR 35 Tmu?l 2016 

PERATURAN 13UPATI BEKASI 

• 
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13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :!014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemeri ntah Nomor 24 Tahun 1997 ten tang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Lidonesia Nomor 4833); 

12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nor tor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi 1 Nomor 5492); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Non.or 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi 1 Nomor 5512); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan D. ierah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun ~!014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 

9. Undang-Undang rromor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor !i230); 

8. Undang-Undang f' 'omor 20 Tahun 2011 ten tang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor !;252); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor !,234); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lemba ·an Negara Republik Indonesia Nomor 
5188); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negar 1 Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~ 059); 

-------- -- .... 



Nomor 
Teknis 

25. Peraturan Mer .teri Pekerjaan Umum 
41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria 
Kawasan Budidaya; 

24. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Perumahan dan Pennukiman di Daerah; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2008 ten tang Pen ataan Ruang Kawasan Jakarta, Boger, 
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 

23. Peraturan Mente ri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 90/M-DAC,f PER/12/2014 tentang Penataan dan 
Pembinaan Gudat 1g; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Perrturan Pelaksana Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undan gan; 

20. Peraturan Perneri atah Nomor 142 tahun 2015 tentang 
kawasan industry (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Norror 365, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5806); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan rl.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
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16. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan D aerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupate n/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :?007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Perneri atah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata .cuang Wilayah (Lembamn Negara 
Republik lndones: a Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

18. Peraturan Pemeri atah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indones a Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelakss.naan Undang - Undang Nomor 28 
Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lernbaan Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 



1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kabu paten Bekasi. 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah basil pere ncanaan tata ruang wilayah Ka bu paten 
Bekasi yang telah ditetapkan deng in Pera tu ran Daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnal :sud dengan: 

Pa~al 1 

BAB I 

KETENTU i\N UMUM 
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PERATURAN BUPA fl TENTANG PENYELENGGARAAN 
PEMANFMTAN RUA ~G. 

Menetapkan 

MEMU1USKAN: 

30. Peraturan Daerar Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Org anisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi [Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2014 Nomor 8). 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14). 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Rer:cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011 Nornor 12); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2011 tentang I'erubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Beka si Nomor 6 Tahun 2009 ten tang 
Pengendalian Per ranfaatan Ruang dan Retribusi Izin 
Pemanfaatan Ru mg (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011 Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daera h Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 6); 



14. Pcrgudangan adalah peruntukkar. ruang untuk kegiatan yang mcliputi 
penerimaan, penyimpanan dan J ,endistribusian barang serta kegiatan 
tersebut dapat menjadi bagian penunjang kegiatan industri maupun 
perdagangan. 

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorang. in atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan a- :au bukan ca bang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung rnaupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. 

12. Usaha Mikro adalah usaha prodiktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
baku dan/ a tau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 
menghasilkan barang yang memp .inyai nilai tam bah atau manfaat lebih 
tinggi, tennasuk jasa industri. 

10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan lndustri 
yang dilengkapi dengan saran a dan prasarana penunjang yang 
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah 
memiliki Izin Usaha Kawasan lndu stri, 
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9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan Indr stri berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

8. Kawasan pennukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang 
mempunyai kegiatan utama buk an pert.anian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat perm rkirnan perkotaan, pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa pernerin tahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang menduk rng perikehidupan dan penghidupan. 

6. Kawasan budi daya adalah wilayal. yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar londisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan surnber daya buatan 

5. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci ten tan g tata ruang wilayah yang dilengkapi 
dengan peraturan zonasi. 



---------------- --·· 

25. Koefisien Dasar Bangunan (KDB} s.dalah angka persentase perbandingan 
antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan rencana tata bangunan dan tin gkungan. 

23. Utilitas Umum adalah kelengl apan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 

24. Garis Sempadan Sungai adalah udalah garis maya di kiri dan kanan 
palung sungai yang ditetapkan seb.rgai batas perlindungan sungai. 

22. Sarana adalah fasilitas dalarn ling kungan hunian yang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi. 

21. Prasarana adalah kelengkapan , lasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggat yang 
layak, sehat, a.man, dan nyarnan. 
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20. Ruang terbuka non hijau adalah n ang terbuka di wilayah perkotaan yang 
tidak tennasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras 
maupun yang berupa badan air. 

19. Ruang Terbuka Hijau adalah suatu lahan atau kawasan yang ditetapkan 
sebagai ruang terbuka untuk ternpat tumbuhnya tanaman/vegetasi yang 
berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, daerah resapan air, barrier dan 
estetika kota. 

18. Kegiatan perdagangan dan jasa Jc:omersil adalah bagian dari kawasan 
budidaya yang difungsikan untul pengembangan kegiatan usaba yang 
bersifat komersial, tempat beke rja, tern pat berusaha, serta tempat 
hiburan dan rekreasi, serta dapat memiliki fasilitas um um/ sosial 
pendukungnya. 

17. Kegiatan campuran adalah kegiats n yang memiliki d ua f ungsi a tau le bib 
yang bersinergi [hunian, perkantor an, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi 
dan sebagainya} yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar 
komponen fungsi sehingga penggunaan lahannya lebih intensif. Integrasi 
tersebut dapat berupa ketergantr.ngan antar fungsi yang satu dengan 
yang lainnya, KLB yang tinggi, serta koneksi antar fungsi yang 
dihubungan dengan jalur pedestrian. 

16. Perumahan adalah kumpulan rur iah sebagai bagian dari pennukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan.yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebaga i hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak buni. 

15. Gudang adalah suatu ruangan tiiak bergerak yang tertutup dan/atau 
terbuka dengan tujuan tidak untr k dikunjungi oleh umum tetapi untuk 
dipakai khusus sebagai tempai penyimpanan barang yang dapat 
diperdagangkan dan tidak untuk k ebutuhan sendiri . 



b. mewujudkan tertib penyelenggar aan pemanfaatan dan pengendalian 
ruang kawasan permukiman per· cotaan, kawasan peruntukan industri 
dan garis sempadan; 

a. memberikan arah dan pedoman • lalam pelaksanaan pemanfaatan dan 
pengendalian ruang kawasan permukiman perkotaan, kawasan 
peruntukan industri dan garis sempadan; 

Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang b ertujuan untuk : 

Pasal 3 

Tuj Jan 

Bagian Kedua 

Maksud Penyelenggaraan Pemanfaatai Ruang rnerupakan penjabaran dari 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaen Bekasi terbatas pada pemanfaatan 
dan pengendalian ruang kawasan permukiman perkotaan, kawasan 
peruntukan industri dan garis sernpada n. 

Pas112 

Mai sud 

Bagian Kesatu 
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MAKSUD, TUJUAN, [•AN RUANG LINGKUP 

BA3II 

29. Advice Planning adalah peta rencana/petunjuk teknis perencanaan tata 
ruang dalam suatu kawasan ruang tertentu 

28. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang 
menggunakan kawat telanjang (koiduktor) di udara bertegangan nominal 
di atas 35 kV sampai dengan 23( J kV sesuai dengan standar di bidang 
ketenagalistrikan. 

27. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga 
listrik yang menggunakan kaw at telanjang (konduktor) di udara 
bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang 
ketenagalistrikan. 

26. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan 
antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan rencana tata bangunan dan lir gkungan. 
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Jenis rurnah meliputi ; 
a. Ru mah komersial, adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan; I 
b. Rumah umum, adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi masyara kat berpr:1 nghasilan rendah. 
c. Ru mah swadaya, adalah rums h yang dibangun atas prakarsa dan 

upaya masyarakat; 
d. Rumah khusus, adalah rumah :rang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus; 

(2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dibedakan menurut bentuk 
dan jenisnya, yaitu : 

Pastl 6 

Pastl 5 

Bagian Kesatu 

(1) Perumahan sebagaimana dimakuud pada Pasal 5 huruf a adalah 
sekumpulan rumah beserta prasarnna, sarana, dan utilitas umum 

Kegiatan pemanfaatan ruang pa :la kaw san perrnukiman perkotaan, 
dapat berupa : 
a. Perumahan 
b. Kegiatan perdagangan dan jasa; 
c. Kegiatan campuran; 
d. industri secara terbatas 
e. gudang secara terbatas; 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pad, L Kawasan Permukiman Perkotaan 

KAWASAN PERMUflMAN PERKOTAAN 

BAE, III 

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pe:nanfaa n dan pengendalian Ruang 
meliputi ketentuan pemanfaatan ,:Ian pepgendalian ruang kawasan 
perrnukiman perkotaan, kawasan perur.tukan i dustri dan garis sempadan. 

Pas al 4 

Ruang J.ingkup 

Bagian Ketiga 

c. mewujudkan kepastian hukum da' am penjelenggaraan pemanfaatan dan 
pengendalian ruang kawasan perrnukiman perkotaan, kawasan 
peruntukan industri dan garis sem oadan. 



(1) Kegiatan perdagangan dan jasa ltornersil sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 5 huruf b adalah bagian da ri kawasan budidaya yang dif ungsikan 
untuk pengembangan kegiatan tl saha yang bersifat kornersial, tempat 

Pasal 8 

(3) Utilitas perumahan dan permukiman antara lain : 
a. Jaringan air bersih 
b. Jaringan listrik 
c. Jaringan telepon · 
d. Jaringan gas 
e. Jaringan transportasi 
f. Pemadam kebakaran 
g. Sarana penerangan jasa um um 
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(2) Sarana perumahan meliputi : 
a. Sarana perniagaanj'perbelanjaan 
b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan 
c. Sarana pendidikan 
d. Sarana kesehatan 
e. Sarana rekreasi dan oleh raga 
f. Sarana pemakaman 
g. Sarana pertamanan dan ruang t erbuka hijau 
h. Sarana parkir 

(1) Prasarana sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 6 ayat ( 1) terdiri at.as : 
Prasarana perumahan meliputi : 
a. Jaringanjalan 
b. Jaringan saluran pembuangan E ir limbah 
c. Tempat pembuangan sampah 

Pasal 7 

Bentuk rumah meliputi: 
a. Rumah tunggal, adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan 

salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas 
kaveling. 

b. Rumah deret, adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi 
bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau 
rumah lain, tetapi masing-rnasir tg mempunyai kaveling sendiri. 

c. Rumah susun, adalah bangun an gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan yan; terbagi dalam bagian-bagian yang 
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 
vertikal dan merupakan satus n-satuan yang masing-rnasing dapat 
dimiliki dan digunakan secai a terpisah, terutama untuk tempat 
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama. 

e. Rumah negara, adalah rumar yang dimiliki negara dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau ht nian dan sarana pembinaan keluarga 
serta penunjang pelaksanaan tu gas pejabat dan/atau pegawai negeri 



(3) kegiatan industri sebagaimana di naksud pada ayat 2 huruf a.b, dan c 
diberikan jangka waktu paling lar ia 5 (lima} tahun dan selanjutnya agar 
menyesuaikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi. 

(2) kegiatan industri secara terbatas uebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Kegiatan industri yang sudah 'oerizin dapat dilanjutkan dengan tidak 

menambah luas lahan yang tels h dikuasai; 
b. Dalam hal izin yang diberikan tidak mempunyai jangka waktu, maka 

kegiatan industri dapat dieva luasi kelayakannya untuk berada di 
kawasan permukiman perkotas n dengan mempertimbangkan izin-izin 
yang sudah diberikan; 

c. usaha kecil mikro yang tidak herdampak besar dapat diperkenankan 
pada kawasan peruntukan permukirnan perkotaan; 

IO 

(1) Kegiatan industri secara terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
huruf d adalah kegiatan industri yang sudah memiliki izin sebelum 
diterbitkannya peraturan daerah rr.engenai rencana tata ruang wilayah. 

Pasal 9 

(4) Kegiatan perdagangan dan jasa lomersil serta campuran masih dapat 
diijinkan dengan persyaratan t unbahan untuk menjamin kegiatan 
tersebut tidak mengganggu Iingki ngan. Persyaratan tambahan tersebut 
adalah: 
a. Memiliki pengolahan limbah 
b. Memiliki lahan parkir yang men .adai 
c. Menjamin lokasi terse but tidak · oerdampak banjir 
d. Berada di lokasi jalan sekurang-kurangnya dengan le bar 8 meter atau 

yang menghubungkan antar kerarnatan 
e. Luasan maksimal terbangun sesuai dengan advice planning yang 

dikeluarkan oleh instansi terkai t. 

(3) Kegiatan Perdagangan dan jasa ko mersil serta campuran diarahkan pada 
pusat-pusat kegiatan yang telal 1 ditetapkan dalam struktur ruang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan pusat-pusat 
pertumbuhan baru 

(2) Kegiatan campuran sebagaimana :limaksud pada Pasal 5 huruf c adalah 
kegiatan yang memiliki dua fung si atau lebih yang bersinergi [hunian, 
perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan sebagainya) yang 
memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi sehingga 
penggunaan lahannya lebih intensif. Integrasi tersebut dapat berupa 
ketergantungan antar fungsi yanj: satu dengan yang lainnya, KLB yang 
tinggi, serta koneksi an tar fur .gsi yang dihubungan dengan jalur 
pedestrian. 

bekerja, tern pat berusaha, serta te npat hiburan dan rekreasi, serta dapat 
memiliki fasilitas umum/sosial pe ndukungnya mengacu pada peraturan 
detail tata ruang. 



--------· 

Intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan 
permukiman perkotaan diatur oleh Pers.turan Bupati tersendiri. 

Pasd 12 

Ketentuan Teknis F emanfaatan Ruang 
pada Kawasan Perr iukiman Perkotaan 

Bagian Kedua 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Eulk Elpiji (SPPBE) tidak diperkenankan 
di lingkungan perumahan pada kawasa n peruntukan permukiman perkotaan 

PaScJ 11 
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(4) Permohonan izin gudang baru yang berfungsi sebagai pendukung 
permukiman, gudang yang terintegrasi dengan kegiatan perdagangan, 
gudang yang terintegrasi dengan permukiman dengan klasifikasi gudang 
kecil, dengan maksimal luas laha i 1000 m2 dapat diperkenankan pada 
kawasan permukiman perkotaan d engan persyaratan tambahan : 
- Memiliki lahan parkir yang mem.idai 
- Berada di lokasi jalan dengan RC •W minimal 8 meter 
• Memiliki instalasi pemadam kebnkaran 
• Memiliki jarak bagunan gudang , Ian perumahan 

(3) Permohonan izin gudang baru yang terkait dengan kegiatan industri 
diarahkan pada lahan peruntukan industri; 

(2) Gudang secara terbatas sebagairr ana dimaksud pada ayat (1), dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Gu dang yang sudah berizin sepanjang tidak mengganggu lingkungan, 

dipertahankan sampai berakh .mya masa perizinan yang diberikan 
untuk kemudian disesuaikan de ngan rencana detail tata ruang; 

b. Dalam hal izin yang diberikan tidak mempunyai jangka waktu, maka 
gudang dievaluasi kelayaka anya untuk berada di kawasan 
permukiman perkotaan dengs n mempertimbangkan izin-izin yang 
sudah diberikan untuk kemud an disesuaikan dengan rencana detail 
tata ruang; 

(1) Gudang secara terbatas sebagairrana dimaksud pada pasal 5 huruf e 
adalah gudang yang sudah memiliki izin sebelum diterbitkannya 
peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan kegiatan 
pergudangan baru dengan jenis dan skala tertentu. 

Pasal 10 



(1) Pembangunan Industri wajib mem enuhi jarak minimal 10 meter sebagai 
zona penyangga (buffer zone} dari batas terluar kepemilikan lahan dengan 
bangunan. 

(1) Pemanfaatan ruang pada kawass n peruntukan industri sebagaimana 
pasal 13 huruf b adalah industri eksisting dan industri baru yaitu 
industri menengah dan kecil yang tidak berpotensi menimbulkan 
pencemaran lingkungan hidup yam; berdampak Iuas. 

(2) lndustri eksiting untuk industri be sar serta industri menengah dan kecil 
pada kawasan peruntukan inclustri tidak diperkenankan untuk 
menarnbah luas lahan dari izin yan g sudah diberikan. 

Pasal 15 

(3} Perusahaan Kawasan lndustri dapat menyediakan infrastruktur 
penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri. 
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(2} Pembangunan kawasan industri ba ru adalah : 
a. kawasan industri dengan luas lahan paling sedikit 50 hektar dalarn 

satu hamparan dengan mernbua t studi kelayakan terlebih dahulu; 
b. Dalarn hal Kawasan lndustri yang diperuntukkan bagi Industri Kecil 

dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling 
sedikit 5 (lima) hektar dalam situ hamparan dengan membuat studi 
kelayakan terlebih dulu; 

(1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalarn pasal 13 huruf a adalah 
kawasan industri eksisting dan pembangunan kawasan industri baru 
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 

Pemanfaatan ruang pada kawasan peru ntukan industri meliputi: 
a. kawasan industri; 
b. industri 
c. infrastruktur industri 
d. gudang 
e. perumahan secara terbatas; 
f. kegiatan Perdagangan dan jasa 
g. kegiatan campuran 

Pasal 13 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang pa.la kawasan Peruntukan Industri 

Bagian Kesatu 

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI 

BAUIV 



(4) Sarana pemerintahan, sarana pen, Iidikan, dan sarana kesehatan baru 
diperkenankan di lahan peruntukan industri 

13 

(3) Terhadap kegiatan perumahan pad 3. kawasan peruntukan industri wajib 
memenuhi persyaratan: 
a. diutamakan perumahan untuk p snunjang kegiatan industri; 
b. tidak mengubah struktur ruar g serta tidak berpotensi mengubah 

peruntukan industri yang ditetaj kan, dan 
c. memenuhi persyaratan dan ketentuan bangunan dan lingkungan yang 

diatur daJam peraturan perundangan, 

(2) Kegiatan Perumahan secara terbata s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan pada perumahan vertikal, meliputi apartemen, rusunawa, 
rusunami dan sejenisnya dengan ke tentuan sebagai berikut : 

Memiliki lahan parkir yang mern, idai 
Mempertimbangkan akses keluar masuk kendaraan 

- Wajib menyusun analisa dampal: lalu lintas, analisa daya dukung dan 
daya tampung yang dikeluarkan oleh instansi terkait 

- ketentuan mengenai KDB, KLB menjadi kewenangan instansi terkait 

(1) Perumahan secara terbatas sebag airnana dimaksud pasal 13 huruf e 
adalah rumah, prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang sudah 
ada sebelum diterbitkannya perat uran daerah mengenai rencana tata 
ruang wilayah serta rumah swadaya dan perumahan untuk penunjang 
kegiatan industri. 

Pa sal 18 

(3) Kegiatan penerimaan, penyimpan m dan pendistribusian barang yang 
membahayakan keselamatan d iperkenankan dengan persyaratan 
tambahan sebagai berikut: 
a. Memiliki instalasi pemadam keb.ikaran 
b. Konstruksi bangunan disesuaikr n dengan ketentuan yang berlaku 

(2) Gudang yang tidak terkait langsung dengan industri tidak diperhitungkan 
ke dalam batas 25 °/o dari lahan peruntukan industri; 

(1) Gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d adalah gudang 
yang terkait langsung dan tidak ter cait langsung dengan kegiatan industri 

Pasal 17 

Infrastruktur lndustri sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c paling 
sedikit meliputi: 
a. Fasilitas jaringan energi dan kelistr ikan; 
b. Fasilitas jaringan telekomunikasi; 
c. Fasilitasjaringan sumber daya air clanjaminan pasokan air baku; 
d. Fasilitas sanitasi; dan 
e. Fasilitas jaringan transportasi 

Pass l 16 



(1) Lehar sempadan sungai, pantai, SUTET, SUTI ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

Pasal 22 

GARIS SEJ APADAN 
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BABV 

Ketentuan teknis untuk kegiatan industri diatur dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 

Pasal 21 

Ketentuan Teknis Pe-manfaatan Ruang 
pada Kawasan Per mtukan Industri 

Bagian {edua 

(4) Dalam hal pemanfaatan ruang selain industri, kawasan industri 
infrastruktur industri dan gudang sudah melampaui 25o/o dari luas lahan 
yang dikuasai, maka tidak diperkens nkan pemanfaatan ruang baru. 

(3) Pemanfaatan ruang selain induutri, kawasan industri, infrastruktur 
penunjang industri dan gudang diperkenankan paling banyak 2So/o dari 
luas lahan yang dikuasai dalam satt hamparan. 

(2) Untuk bangunan yang sudah berdiri Pemerintah daerah dapat 
memberikan persyaratan tambal: an untuk menjamin keselamatan, 
kesehatan dan kenyamanan. 

(1) Pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri selain industri, kawasan 
industri, infrastruktur penunjang industri serta gudang, tidak 
diperkenankan mengganggu fungsi lzawasan peruntukan industri. 

Pasal 20 

(2) Kegiatan perdagangan jasa serta kegiatan campuran baru meliputi 
perkantoran industri, logistik, jasn-jasa penunjang industri seperti jasa 
promosi dan informasi hasil Indus tri, jasa ketenagakerjaan, kepabeanan 
dan jasa ekspedisi, jasa keuangai, sarana pemiagaan, rumah makan, 
dengan ketentuan : 
a. Memiliki lahan parkir yang mern adai 
b. memenuhi jarak tertentu dari be ngunan industri dan pergudangan. 
c. ketentuan mengenai KDB dar KLB menjadi kewenangan instansi 

terkait 

(1) Kegiatan perdagangan jasa seria kegiatan campuran sebagaimana 
dimaksud pada pasal 13 huruf f dan g meliputi kegiatan eksisiting dan 
baru 

Pa&l 19 

• 
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Ei HASANAH YASIN 
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Ditetapkan di Cikarang 'Pusat · · 
pada tanggal ;.·it.1.? .. :A~stus 2016 

-·· · r ~BUPATi BEKAs1f 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads. tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mer ierintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalar i Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasa'.23 

PENLTUP 

BAE VI 

(3) Batas nyata sempadan sungai, pantai, SUTET, SUTT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) didasarlcan pada pengukuran lapangan dan 
rekomendasi dari instansi yang her venang 

(2) Peta sempadan sungai, pantai, sutet, SUTT pada peta pola ruang Rencana 
Tata Ruang Wilayah menunjukkan indikasi adanya sempadan; 

• 
I 
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